
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI LANDAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN BUPATI LANDAK 

NOMOR 73 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING 
ATAS PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI  LANDAK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah, dan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan 

lebih lanjut tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 
Keberatan dan Banding atas Pajak Daerah di Kabupaten Landak; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air 
Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan 
dan Perkotaan Kabupaten Landak; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa  kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2008 tentang Perubahaan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4953); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
 
 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

 
SALINAN 

 



 
 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 9370); 
 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak 
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 
 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 
 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang tata 

Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 28); 
 
 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem 
Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan 

Lain-Lain; 
 
  
 
 
 
 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Landak Nomor 37); 
 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6); 
 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, dan Pajak 
Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12); 
 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 25); 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN 
BANDING ATAS PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME DAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK. 

 
 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Landak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Landak. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Badan/Dinas/Kantor/Rumah Sakit  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak. 

7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Pajak Daerah. 

 



8. Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja yang mengelola 
sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah 

dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah. 

9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kadipenda adalah 
Pimpinan Dinas Pendapatan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati. 

10. Sub Unit adalah organisasi kerja terkecil yang melaksanakan suatu fungsi tertentu 

dalam prosedur pendapatan daerah. 

11. Unit adalah pengelompokan dari beberapa Sub Unit-Sub Unit yang saling terkait. 

12. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Kalbar atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah. 

13. Standar Operasional Prosedur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu 
kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang 

berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi 
masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu 

kelanjutan dalam suatu proses. 

14. Pelayanan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari memberikan informasi, 
penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang 

terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak, Pengawasan, 
Penyetoran dan Pelaporannya. 

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola sumber penerimaan 
Daerah di Kabupaten Landak. 

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik 

negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

18. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak merupakan 
pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Bupati  (official 
Assesment). 

19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 

20. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena Peraturan Perundang-undangan 
dapat dikenai pungutan Pajak. 

21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   perpajakan   daerah. 

22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi 

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 



25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain  yang   
diatur  dengan  Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang 

26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila 

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa  

Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

29. Surat perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD.  

30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen 

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 
berdasarkan SPM. 

31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor 

yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha 
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah. 

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat 
yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau 

pembayaran pajak, objek pajak  dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan 
daerah. 

33. Surat Setoran Pajak  Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat 
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah sarana 

bagi wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar 
untuk menghitung pajak bumi dan bangunan yang terutang. 

37. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP 

adalah sarana bagi wajib pajak untuk mendata objek bangunan. 

38. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah tanda bukti 

pembayaran PBB yang sah. 

39. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah tanda bukti 
penerimaan sementara PBB. 

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

 
 



42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

 
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
 

44. Surat  Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

 
45. Surat Perintah Kerja, yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen kontrak yang 

menyatakan bahwa suatu pihak memberikan perintah kerja kepada pihak kedua 
dengan spesifikasi tertentu dan dengan nilai pembayaran tertentu. 

 
46. Sanksi Administrasi berupa Bunga, kenaikan dan/atau denda, adalah tanggungan 

atau pembebanan diluar pokok pajak terutang sebagai pelanggaran administrasi 

perpajakan. 
 

47. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penaggung pajak melunasi utang 
pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan 
dan menjual barang yang telah disita. 
 

48. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis adalah surat yang 

diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk 
melunasi utang pajak. 
 

49. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan Juru Sita Pajak Daerah kepada penaggung pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran, yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 
pajak, masa pajak dan tahun pajak. 

 
50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
 
51. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak daerah untuk menguasai barang 

penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut 
Peraturan Perundang-undangan. 

 
52. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan 

seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. 
 
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 
 
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. 
 
 

 

 

 

 



BAB II 

  

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Bagian Kesatu 

Maksud 

 

Pasal 2 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan mekanisme bagi 

Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan atas Pajak Air, Pajak 

Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

 

 

 

Bagian Kedua 

Tujuan  

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 

Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah maupun bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian 

keberatan atas Pajak Air, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). 

 

 

BAB III 

 

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING 

 

 

Bagian Kedua 

Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 

Pasal 4 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk atas suatu : 

a. SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDLB; 

e. SKPDN; dan 

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas. 

 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kecuali jika Wajib Pajak dapat mengajukan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 



 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima 

puluh persen) dari pajak terhutang. 

 
(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, 

Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut. 

 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 

dipertimbangkan. 

 

(7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai 

tanda bukti sebagai surat keberatan. 

 
(8) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)  bulan  sejak tanggal Surat 

Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

 
(9) Keputusan  Bupati  atas  keberatan  dapat  berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 

menolak,  atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

 
(10) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak 

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan  tersebut  dianggap dikabulkan. 

 

 

Pasal 5 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak 

terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.  

 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 

dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.  

 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

 

 

Pasal 6 

 

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.  

 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.  

 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai 

Sanksi Administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan.  

 



(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa 

denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan. 

 

 

Pasal 7 

 

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai 

sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan. 

 

 

 

 
Bagian Ketiga 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

 
Pasal 8 

 

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati Landak atau pejabat yang ditunjuk 

atas SPPT PBB. 

 

 

Pasal 9 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal : 

a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi dan Bangunan tidak 

sebagaimana mestinya; dan/atau 

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau 

kolektif untuk SPPT PBB. 

 

 

 

Pasal 10 

 

(1) Pengajuan  Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 

harus memenuhi persyaratan : 

a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT PBB; 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; 

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas; 

d. dilampiri asli SPPT PBB yang diajukan keberatan; 

e. dikemukakan jumlah PBB yant terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 

dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; 

f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SPPT 

PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan  

g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak : 



1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 

atau wajib pajak badan; atau 

2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan 

PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

 

(2) Pengajuan Keberatan secata kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf a, harus memenuhi persyaratan : 

a. satu untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama; 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; 

c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu 

rupiah); 

d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas; 

e. diajukan melalui Kepala Desa setempat; 

f. dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan; 

g. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak 

disertai dengan alasan mendukung pengajuan keberatannya; dan 

h. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya 

SPPT PBB, kecuali apabila melalui Kelapa Desa setempat dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

 

(3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan : 

a. fotocopy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 

dikuasakan; 

b. fotocopy bukti kepemilikan tanah; 

c. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau 

d. fotocopy bukti pendukung lainnya.  

 

 

 

Pasal 11 

 

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak 

dapat dipertimbangkan. 

 

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari kepada : 

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; 

atau 

b. Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif; 

 

(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang 

jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h. 

 

 

 

 



Pasal 12 

 

(1) Keputusan Pengajuan Keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, 

menolak atau menambah besarnya jumlah PBB terutang. 

 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil 

penelitian. 

 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan 

hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan 

ketetapan PBB. 

 

(4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan 

pemeriksaan di lapangan kepada : 

a. wajib pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau 

b. kepala desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. 

 

(5) Wajib Pajak telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat lagi mengajukan Keberatan untuk SPPT PBB yang sama. 

 

 

 

Pasal 13 

 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 

(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

 

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

 

 

Pasal 14 

 

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai 

sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan 

keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan. 

 

 
 

Pasal 15 
 

Prosedur pengajuan Keberatan Pajak Daerah Kabupaten Landak tercantum dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 



BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 16 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 
 
 

 
  

Ditetapkan di    Ngabang 
pada tanggal 30 Desember 
2015 
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